
Menimbang 

Mengingat 

PROVINS! SUMATERA 8E~ATAN 

PERATURAN BUPATI LAHAT 
NC,MOR ... ..\0 ..... TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGELOL\AN ASE1 DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI LAHAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Aset Desa, perlu menetapkan P~raturan Bupati tentang 
Pengelolaan Aset Desa; 

1. Undang-Undang Nom~r 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Pr'Jvinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; 
Tambahan Lembaran Neg'lra RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Ta1Jun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndone.sia N0rnor 5234); 

3. Undang-Undang Nom01 6 Tat.un 201< tentang Desa 
(Lembaran' Negara Republik lndoresja Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tamb:=than Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sehagaim:::1.na telah diuba.11 beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-UrAdang Nomor 23 
Tahun 2014 tentruig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tal:un 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dar ,. Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerar. (Lem:>aran Negara Re·~ublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 



Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan U:idang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara RP,pub1ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tarnhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) seoagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Femerintah Nomor. 43 Tahun 2014 

' 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentaug De~a (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 N0m0r 157, Tamba_han Lembaran 
Negara Republik Ir.donf·sia Nomor 5717); , 

7. Peraturan Pemerintar.. Nomor 60 Tahun '2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari /,nggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (~mbaran Neg-ara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaiman& i:elah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Perature_n Pemerintah Norn or 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 
60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendarr.tan dan Belanja Negara (1 embaran Negara 
Republik Indone~ia Tahuu 2015 Nomor ~7, Tarnbahan 
Lembaran NF:gara Republik- Indonesia Nomor .'5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T&hun 2016 tentang 
PengelolaruJ. Aset Desa (Bui.ta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTAHG PENGELOLAAN ASET DESA. 

BAB I 

KETENT:JAN DMUM 

f'asal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yFing dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupat~n Labat. 
2. Pemerintah Daerab adR.lah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerinmhan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan uru&an pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lahat. 
4. Gubernur adalah Gubt;ri1ur Sumatera Sela.tan. 



5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayal: yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam si8ten1 pemcrintci.han Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa s.d&lah penye.1enr.;garaan urusan 
pemerintahan dru1 ke:Jerl.ingan masynrakat setempat 
dalam sistem pe111erintg_l:an Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Desa acalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah lembaga yang meiaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berda&arkan keterwablan wilayah dan 
ditetapkan secara demolcr?.tis. 

10. Anggaran Pencl.apatan d1.n Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDesa, ada1 ah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Dcsa. 

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasa1 dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Penrlapatan dan Bdanja Des:1 atau perolehan 
hak lainnya yang sah. 

12. Pengelolaan Aset Desa meru_pakan rangkaian kegiatan 
mu1ai dari perencan:1an, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengan1anan, pcmeliharaa:i, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan pelaporan, 
peni1.aian, pembinaan, pt"ngawasan dcin pengendalian 
aset Desa. 

13. Perencanaan adalal: cahapan kegiatan aecara sistematis 
untuk merun11..1skan be:rbagai rincian kebntuhan barang 
milik Desa. 

14. Pengadaan 
pemenuhan 

adalah kcgiatan 
keLutuhan barang 

untvk melakukan 
dalam rangka 

penye1cnggaraan pemerintahan Desa. 
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang j_ala m menggunakan aset Desa yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

16. Pemanfaatan adalah p~ncayagunaan aset Desa secara 
tidak - langs·..ing d 1 pergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak 
mengubah stat.us k~pen:ilikan. 

17. Sewa adalah pema n:aatan a3et Desa oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 
uang tunai. 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Pinjam pakai aclalah pemanfaatan aset Desa antara 
Pemerintah ['esa den6an Pemerintah Dcsa lain serta 
Lembaga Kemasyarakat:l.n :9esa di Dese setempat dalam 
jangka waktu tert~ntu tnnp2. menerima imbalan. 
Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa 
oleh pihak lc:..in dalJ.m jangka waktu tertentu dalam 
rangka meninp;katkan pendapatan Desa. 
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah o!.eh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunau da.n/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu terteni:u yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya 
setelah berakhirnya janr,ka waktu. 
Bangun Serah Guna ad&lah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah olch pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau ~arana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk 
didayagunakan dalam jangka wakt:i1 tertentu yang 
disepakati. 
Pengamanan .?dalah proses, cara perbuatan 
mengamankan as:::t Des.1 da.lam bentuk 1isik, hukum, dan 
administratif. 
Pemeliharaan adalA.h kegiatan yA.ng di lakukan agar 
semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan 
aset Desa dari huku data inventaris Desa dengan 
keputusan kepala Desa urituk membeba~kan Pengelolaan 
Barang, Peng[:,una Barung, dan/ atau !<:uasa pengguna 
barang dari tanggung jawab administra:,i dan fisik atas 
barang yang berada dale m pengguasaannya. 
Pemindahtanganan &d&1.a!1 pengalihan kcpe'llilikan aset 
Desa. 
Tukar menukar ada lc:U1 pemindahtangan.::in kepemilikan 
aset Desa yc:ng dilakukan antara pemerintah Desa 
deng:1.n pihak lain ciengan penggantia;.1nya dalam bentuk 
barang. 
Penjualan adalah pemirid2.htanganan aset Desa kepada 
pihak lain dengan mencrima pe~ggantian dalam bentuk 
uang. l 

Penyertaan Morfal Pemerintah Dcsa adalah 
pemindahtanganan ase-:. Dcsa yang semula merupakan 
kekayaan yan8 tidak di_)isahkan menjadi !cekayaan yang 
dipisahkan untuk J.iperhit1.1ngkan sebagai modal Desa 
dalam Badan Usal-ia Milik Desa. 



29. Penatausahaan adaiah rangkaian 
lakukan meliputi pembukuan, 

kegiatan yang di 

inventarisasi dan 
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi 
terkait dengan keadaan objektif aset Desa. 31 . Penilaian 
adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang 
didasarkan pada data/ faktfl yang objektif dan relevan 
dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai aset Desa. 

31. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau 
dimiliki oleh Pemer~nt1h Desa sebagai sa1ah satu sumber 
pendapatan ,;.sli Desa dan/ atau unt;1k kepentingan 
sosial. 

32. Inventarisasi adalah kegiatan untu.k melakukan 
pendataan, pencata~an, da;.1 pelaporan hasil pendataan 
aset Desa. 

33. Kodefikasi adaiah pemberian kode barang pada aset Desa 
dalam rangka pengarna.i.1an dan k~pastian status 
kepemilikan. 

Pasa12 

(1) Jenis aset Desa terdirl atas: 

a. Kekayaan asli Desa; 
b. Kekayaan milik Desa yang dibeli 3.tau diperoleh atas 

beban APB Desa; 
c. Kekayaan Desa.,. yang diperol-."!h dari hibah dan 

sumbangan atau yang rejenis; 

d. Kekayaan Desa yanr, diperoleh sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak dan/ atau diperoleh 
berdasarkan ket~r.tuan pe.raturan unciang-undang; 

e. Hasil kerja sama .:)esa; dan 
f. Kekayaan Desa yang bera.sal dari perolehan lain yang 

sah. 
(2) Kekayaan asli Des.J. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 
a. tanah kas Desa; 
b. pasar Desa; 
c . pasar hewar1; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan Desa; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; 
g. pe1e1angan hasi.l pertanian; 
h. hutan milik Desa; 
1. mata air milik Desa; 
J. pemandian umum; 
k. objck rekreasi yang d::kelola oleh Desa; 
l. jaringan il'igasi; dan 
m. lain-lain kekayaan as:i Desa. 



bAP. II 
PENGELC'LAA!'~ 

B.1.5ian J(es&tu 
Pengclola 

Pesal3 

(1) Pengelolaan aset Desa di~aksanakan ber<lasarkan asas: 
a. fungsional; 
b. kepastian hukum; 
c. transparansi dan ketr.rbukaan; 
d. efisiensi; 
e. alruntabilitas; dan 
f. kepastian n:.lai. 

(2) Asas fungsional sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) 
huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan 
masalah-masalah di bidang pengele,laan aset Desa 
dilaksanakan oleh K epai.a Desa sesuai fungsi, wewenang, 
dan tanggung jawabnya. 

(3) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksPd pada ayat (1) 
huruf b yaitu pengelolaz n aset Desa harus dilaksanakan 
berdasarkan hukum cl.an peraturan perunc.ang-undangan. 

(4) Transparansi Jan kete:-buk&an sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c yaitu penyelengga:aan pengelolaan 
aset Desa hari1s transparan terhadap .i.1ak masyarakat 
dalam memperoleh i,1formasi yang benar. 

(5) Efisiensi sebagaimana aimaksud pada 8yat (1) huruf d 
yaitu pengelolaan aset Desa diarahkru1 agar digunakan 
sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang 
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 
tugas pokok dan fun6si 1,emerintahan secill"a optimal. 

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e yaitu setiap kegiatan p~neelolaan aset Desa harus dapat 
dipertanggungjawab~an 1<:epada masyara.kat. 

(7) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f yaitu pengeJolaari aset Desa harus didukung oleh 
adanya ketepatan juw. Ian dan nilai barang dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset 
Desa serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa. 

P'.lsa! 4 

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasRan pengelolaan 
aset Desa berw~nang dan bertanggungjawab atas 
pengelolaan asei: Desa. 

(2) Kepala Desa sebagai pemeisar.g kekuasaan pengelolaan 
aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai wewenang clan tanggungjswab: 



a. 
b. 

C. 

d. 
e. 

menetapkan kebijakru1 pengdolaan aset Desa; 
menetapkan pe:nbantu pengelola dan 
petugas / pengurus asct Desa; 
menetapkan peng[;Unaan, pemonfaatan atau 
pemindahtanganan afet Desa; 
menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa; 
mengajukan usu 1 pengadaan, pemin.dahtanganan dan 
atau penghapusan ase~ Desa yang bersifat strategis 
melalui musyawarah Desa; 

f. menyetujui usul pemmdahtanganan dan penghapusan 
aset Desa sesuai batas kewenangan; d2.n 

g. menyetujui usul. pemz.nfaatan aset J)csa selain tanah 
dan/ atau bang,. man. 

(3) Aset Desa yang b~rsifat strategis sebaga.;_mana dimaksud 
pada ayat (2) hurui e, berupa tanah t:as Desa, tanah 
ulayat, pasar Desa, rasar hewan, tambatan perahu, 
bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian, hu~ m;Iik Desa, mata air milik Desa, 
pemandian uIP.um, Jarirsan Irigasi, Objek Rekreasi yang 
dikelola oleh Desa dan aset lainnya milik Desa. 

(4) Dalam melaksanakan i<:ekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), KepaJa Desa. dapat menguasakan sebagian 
kekuasaannyR kepada ?crangkat Desa. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri 
dari: a. Sekretaris Des-8. selaku pemban tu pengelola aset 
Desa; dan b. Unsu'" ?erangkat Desa sebagai 
petugas/pengu1us a3et Desa. 

(6) Petugas/peng11rus asei. Desa s~bagaiman.J dimaksud pada 
ayat (5) huruf l>, berasal tJari Kepala Urusan. 

Pasai !=i 

( 1) Sekretaris Desa selaku pembantu peng~lola aset Desa 
sebagaimana dimaksud paua Pasal 4 ayat (5) huruf a, 
berwenang dan ber+-.anggungjawa!:>: 
a. meneliti rencana kebutuh8.n aset Desa; 
b. meneliti rencana kebu'.uhan oemeliharan aset Desa; 
c. mengatur pengguriaan , pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtangaran as~t Desa yang telah disetujui oleh 
Kepala Desa; 

d. melakukan lrnordinr-.Gi dalam pelaksanaan inventarisasi 
aset Desa;dan 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan aset Desa. 



(2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaiman3. dimaksud pada 
Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertucas dan bertanggungjawab: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a. mengajukan rencunr. kebutuhan aset Desa; 
b. mengajukar. permohonan penetapan penggunaan aset 

Desa yang di_peroleh dct.ri beban APB De3a dan perolehan 
lainnyc> yang sah kep'3.ua Kepala Desa; 

c. melakukan inventarisasi a::.et Desa; 
d. meng.qmankan dan .!lle:melihara aset Desa yang 

dikelolanya; clan 

e. menyusun dc:.n menyarnpaikan laporan aset Desa. 

Bagian Kcdua 
Pengelolaan 

Pasal6 

Aset Desa yang berupa tar.ah disertifikatkan atas nama 
Pemerin tah Desa. 
Aset Desa berupa bru,gun3.n harus dilengkapi dengan bukti 
status kepemilikan dan ditat~=msahakan secara tertib. 
Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-1,.;.ndangan. 
Aset Desa dilar~g untuk diserahkan kt-'.!)ada 
sebagai pembayar&n atas tagihan kepada 
Desa. 

pihak lain 
pemerintah 

(5) Aset Desa dilaranJ dicc:.daikan atau dijadikan jaminan 
untuk mendapatkan pinjt..man. 

Pa3a1 7 

Pengelolaan aset Desa meliputi: 
a . perencanaan; 
b. pengad?.an; 
c. penggunaan; 
d. pemanfaatan; 
e. pengamanan; 
f. pemeliharaan; 
g. penghapt..san; 
h. pemindahtanganan; 
1. penatausahaan; 
J. pelaporc .. n; 
k. penilaian; 
1. pembinaan; 
m. pengawasan; dan 
n. pengendalian. 



Paragraf Kesatu 
PerencA.naan 

Pasal 8 

(1) Perencanaan aset Desa sebc:..gaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a, dituan~kan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menenga.h Desa UT'ltuk kcbutuhan o (enam) tahun. 

(2) Perenc3.naan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 
(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja 
Pemeri11tahan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah 
memperhatikan ketersediaan aset Desa yar1g ada. 

Pc:.rn.graf Kedua 
PengaJaa11 

Pasal 9 

(1} Pengadaan aset De~a ~ebcigaimana dimaksnd dalam Pasal 7 
huruf b, dilaksanakan benlasarkan prinsip : 

a. partisipatif; 
b. efi.sien; 
c. efektif; 
d . transparl:ln dan terbul<-a; 
e. disiplin anggaran; 
f. bersaing; 
g. adil/tidok disk:-imina1.if; dan 
h. akuntabel. 

(3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
yaitu bahwa peng:imbjlan keputi .1sa11 dalam proses 
pengadaan aset Desa melibatkan partisipasi masyarak.at, 
dengan demikian maka masyarakat mengetahui kondisi 
dan kepemilikan Aset Desa; 

(4) Efi.siensi sebagaimar~a dimak~ud pada ayat (1) huruf b 
yaitu pengadaan aset han.1s diusa~akan dengan 
menggunak.an dana dan daya yang terbatas untuk 
mencapai sasaran yang d1tetapkan dalam waktu sesingkat­
singkatnya dan dapat di:tJcrtanggungjawab:i:-.:an. 

(5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 
pengadaan aset ~arus fesuai dengan kebutuhan yang telah 
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar­
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditctapkan. 

(6) Transparan clan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis 
administrasi pengadaar:, (ata cara evaluas i, hasil evaluasi, 
penetapan calon penye,:l.i3. barang/ jasa, ::,ifatnya terbuka 
bagi peserta penyedia "Laru.ng/jasa yang benninat serta bagi 
masyarakat luas pada um Jmnya. 

J 



(7) Disiplin sebagaimana d:maksud pada ayat (1) huruf e yaitu 
bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai deng::n perencanaan. 

(8) Bersaing sebagaimd.Ila dimahsud pada ayat (1) huruf f yaitu 
pengadaan aset h2rus dila~cnka.n melalui persaingan yang 
sehat diantara sebanyak m·.1ngkin Penyedia Barang/ Jasa 
yang setara dan mc:nenuhi persyaratan: sehingga dapat 
diperoleh barar..g/jasa y8.ng ditawarkan secara kompetitif 
dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya 
mekanisme pasar dalarn pengadaan barang/ jasa. 

(9) Adil/tidak diskriminatif ~ebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)huruf g yaitu memoerikan perlakuan yang sama bagi 
semua calon penyed,a barang/jasa dan tidak mengarah 
untuk memberi keuntungan kepada pir..ak tertentu, dengan 
cara dan atau alasan apaµ°l1n. 

(10) Akuntabel sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai 
dengan prin~i.p-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 
pengadaan barang/ jasa 

(11) Pengadaan aset Desa sebagrtimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada Peraturn.n Bupati yang mengatur tentang 
Pengadaan Barang dan J &.sa di Desa. 

Paragraf Kctiga 
l'enggt: naan 

Pasal 10 

(1) Penggunaan aset Desa se1..)agaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf c, dit~tapkan dalam r2.ngka mendukung 
penyelenggaraan Pem~rin ·:a11an Desa. 

(2) Status penggunaan asei. ::Jesa ditetapkan setiap tahun 
dengan Keputusan Kepal& D~sa. 

(3) Format Keputusan Kerala Desa sebagai:nana dimaksud 
pada ayat (2) tercantt.:.m dalam L:::un;.:;iran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Parag-n ... f Kecmpat 
Pemanfaa.t:an 

Pasc1l 11 

(1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf d, dapat rlilaksanakan ~~panjang tidak 
dipergunakan la-igsung unt:uk rrenunjang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 



(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), berupa: 
a . sewa; 
b. pinjarn pakai; 
c. kerjasama pemanfaata.n; dan 
d . bangun guna serah atau bangun serah guna. 

(3) Pemanfaatan aset DesR. l:>ebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

l!as:1.l 12 

(1) Pemanfaatan aset De:.a berupa se~'a ~ebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (2) huruf a , tidak merubah 
status kepemilikan &set Desa .. 

(2) Jangka waktu sewa sebRg?lma..-ia dimaks·L1.d pada ayat (1) 

paling lama 3 (tiga) tahun dan c.apat diperpanjang. 

(3) Sewa aset Desa diJB.ksanakan berdasarkan perjanjian yang 
paling sedikit memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b . objek perjanjian sev.ra; 
c . jenis, luas ::i.tau jumlah barang, besaran sewa dan 

jangka waktu; 
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama Sar.gka waktu sewa ; 
e. hak dan kewajiban pa .·R. pihak; 
f. keadaan di luar kema: npuan para pihak (force majeure); 

dan 
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 

Pasal 13 

(1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjarn pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
antara Pemerintah Desa de~gan Pemerintah Desa lainnya 
serta Lembaga Kemasyarclkatan Desa. 

(2) Pinjam pakai aset Desa seba~aim3.Ila dimaksud pada ayat 
(1), dikecualikan untuk i:anah, bangunan dan aset 
bergerak berup3. kendaraan bermotor. 

(3) Jangka waktu JJinjam pakai asei: Desa pafo1g lama 7 (tujuh) 
hari dan dap::=tt diperpa:ijang. 

(4) Pinjam pakai acet Desa dilaksanakan berdasarkan 
perjanjiun yang paling seJ.ikit memuat: 
a. para pihak yang terika.t dalam perjanjian; 
b. jenis atau jumlah ban .ng yang dipinjarnkan; 
c . jangka waktu pinjam pakai; 
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan sel&ma _i angka waktu peminjaman; 
e. hak dan kewajiban para pihak; 



f. keadaan di luar kerna -npuan para pihal< (force majeure); 
dan 

g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

Pas?l 14 

(1) Kerjasama pt:1naJ"1.faatan sebagaimana uimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah clan/ atau 
bangunan de.!1gan pihak la.in dilaksanakan dalam rangka: 

a. mengoptimalkan daya guna clan ~1.asil guna aset 
Desa;dan 

b. meningkatkan pendapatan Desa. 

(2) Kerja Sama Pemanfaatan J?.set Desa berupa tanah 
dan/ atau bangunan dcngan pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 
APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, clan/ a.tau perbaikan yang diperlukan 
terhadap tanah dan bangunan ters(, but; 

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang menjaminh:an atau menggadaikan aset Desa 
yang menjacii objek k~rjasaL1a pemanfaatan; 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
kewajiban, antara lain: 

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pengoi:·erasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntung:m hasil Kerja Sama Pemanfaatan 
melalui rekeninf; Kas Dena; 

b. mernbayar semua \:..- aya persiapan dan pelaksanaan 
kerja sama pemarifaat:an; dan 

c. Jangka waktu kerjn.s8.ma pemanfaatan paling lama 15 
(lima belas) tahun se_;ak perjanjian ditandatangani dan 
dapat diperpanjang. 

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atag tanah clan/ atau 
bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang 
memuat: 
a. para pihak yang terikat dalarn perjanjian; 
b. objek kerjasama pemanfaatan; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban pb.ra pihak; 
e. penye1es8ian perselisihan; 
f. keadaan di luRr kemarr..puan para pihak (force 

majeure); dan 
g. peninjauan pelaksanc•.an perjanjian. 



Pasal 15 

(1) Bangun guna serah atau bangun sera11 guna sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1: E'_yat (2) huruf d berupa tanah 
dengan pihak l?in dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pemerintah Desa me:..nerlukan bangunan dan fasilitas 
bagi penyelenggaraan peme!"intahan Desa; 

b. tidak tersedia dana du.lam APB Des'l untul:: penyediaan 
bangunan dan fasilita 3 te:sebut. 

(2) Pihak lain sebaga:mana dimaksud p&d':i ayat (1) selama 
jangka waktu pengoperasian .'Tlemiliki k'=wajiban, antara 
lain: 

a. membayar kontribus;_ ke rekening lras Desa setiap 
tahun;dan 

b. memelihara objek bc\_ngun guna serah atau bangun 
serah guna. 

(3) Kontribusi sebagaimana di.rr.aksud pada ayat (2) huruf a, 
besarannya dit~tapkan b ::rdasarkan hasil p~rhitungan tim 
yang dibentuk oleb P~merintFth Daerah. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pad2 ayat (1) dilarang 
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
tanah yang menjad1 objek bangun guna serah atau 
bangun serah gu.na. 

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menanggung biaya yang berkef'aan dengan persiapan dan 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjinr, dan konsultan 
pelaksana. 

Pasal 16 

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah 
guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang. 

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun 
serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
terlebih dahulu dilakL..ta.l-:.. evaluasi oleh Tim yang 
dibentuk Kepala 0esa Jan difasilita~i oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3) Dalam hal jan~ka ~·aktu bangun gnna serah atau 
bangun serah guna dipe: -panjang, pemanfaata.'1 dilakukan 
me1a1ui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14. 

(4) Bangun guna serah atau bangun serah ;suna dilaksanakan 
berdasarkan surat perjanjian yang paling scdikit memuat: 
a. para pihak yang tF,rikat dalam perjanjian; 
b . objek bangun guna serah; 
c. jangka waKtu bangnn para pihak ya.rig terikat dalam 

perjanjian; 



d. penyelesaian perc:;disihan; 
e. keadaan diluar ~erriampuan para pihak (force majeure); 

dan 
f. persyaratan lain yang dianggap perlu; 
g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil 

dari peiaksanaan bu:1gun guna serah atau bangun 
serah guna hc.rus d~ler.~k8.pi dengan Izin Mendirikan 
Bangunar, &ta~ name i>emerin tah Des? .. 

, Pasz' 17 

Pemanfaatan melalt:..i kerj&sama pemanfaatan. bangun guna 
serah atau bangun ~erah guna sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 dan Pasa1 15 d;laksanakan setelah mendapat izin 
tertulis dari Bupati. 

Pasa~ 18 

Hasil pemanfaatan sebagaimA.11.a Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 
merupakan pendapatan Desa d2.11 wajib masuk ke rekening Kas 
Desa. 

Parag::af Kelima 
Pengarnanan 

Pasai 19 

(1) Peng,amanan aset uesa t-ebagaimana d1maksud dalam 
Pasal 7 huruf e, 1 vajib c'.i1akuk&n oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

(2) Pengamanan 2..set Desa Jebagaimana dim'3.ksud pada ayat 
(1), meliouti : 

a. administrasi ruitara lai11 pembuk112.n, inventarisasi, 
pel2.poran clan penyi1 r:panan dokumen kepemilikan; 

b. fisik untuk r.1.encegah terjadinya pcnurunan fungsi 
barang, penuru':lan jumlah barang dan hilangnya 
barang; 

c . pengamanan fisik u:ituk tanah 
dilakukan Jengan c:lfa pemagaran 
tanda bata::.; 

dan bangunan 
clan pemasangan 

d. selain tanah dan b-mgunan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c di12.kukan dengan cara penyimpanan dan 
pemelihara::in; dan 

e. pengamanan huk'.1m ·::i.ntara lain dengan melengkapi 
bukti status kepemilikan. (3) Biaya Pengamanan aset 
Desa sebagaimana d1maksud pada aynt (2) dibebankan 
pada APB Desa. 



Paragraf Keeaam 
Pemeliharaan 

Pasal 20 

(1) Pemeliharaan aset Dc3a sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf f, wajib d.ilakukan oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

(2) Biaya pemeliharaan ar;et Desa dibebar..kan pada APB 
Desa. 

Paragraf Ketujuh 
Pen6hapu3an 

Pasa1 21 

(1) Penghapusan aset Desa sebagaimar,a -iimaksud dalam 
Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan 
menghapus / men iadakc...n as~t Desa dari buku data 
inventaris De~a. 

(2) Penghapusan as~t De:;a ;:;ebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan r'.alam hal aset Desa karena 
terjadinya, antara lc1.in: 

a. beralih kepemilikaa; 
b. pemusnahan; atau 
c. sebab lain. 

(3) Penghapusan ase~ Des-8. yang bera lih kepemilikan 
sebagaimana dimaksurl pada ayat (2) huruf a, antara 
lain: 

a. pemindahtanganan ntas aset Desa kepada pihak lain; 
b. putusan pengadilar. yang telah berkekua tan hukum 

tetap; 
c. Desa yanti kehilangan hak sebe.gai akibat dari 

putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib 
menghapus dari daftar inventaris 2.set milik Desa. 

(4) Pemusnahan c:'..set Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hun1f b, dengan kete::ituan: 

a. berupa ast:t yang, s~dah tidak dai:at dimanfaatkan 
dan/ a tau tidak merniliki nilai ekonomis, antara lain 
meja, kursi, komp·.1ter; 

b. dibuatkar, Berita Acara pemusnahan sebagai dasar 
penetapan i{eputusan Kepala Desa ten tang 
Pemusna ban. 

(5) Penghapusan as~t De~a karena terj2.rlinya sebab lain 
sebagaimana dimaksud paci.a ayat 2 huruf c, antara lain: 
a. hilang; 
b. kecurian; dan 
c. terbakar; 



Pcisal 2:2 

{1) Penghapusan as~t Desa yang bersifat strategis 
sebagaimana dimaks'..1d dalam Pasal 2 J. ayat (3) terlebih 
dahulu dibuatkar.. Ber~ta Accra dan dit:etapkan dengan 
Keputusan Kepala De 3a setelah mend ::1pat persetujuan 
Burati. 

(2) Penghapusan a~et De3d sela.!n sebagsimana dimaksud 
pada ayat (1) terlebih da..l-iu~u dibuat Berita Acara dan 
ditetapkan dl..:ngan Ke"':>u tusan Kepala D~sa tidak perlu 
mendapat persetuj:.ian Bupati. 

{3) Format Berita Ar,ara da..n Keputus2.n Kepala Desa 
sebag:umana dimakse<l pada ayat (1) dan ayat (2) 
se bagaimana tercan tum dalam Lam piran II yang 
merupakan ~agian tjdc:.k terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasai 2($ 

(1) Aset milik Desa yang Oesanya diha:;>U$ sebagai dampak 
pembangunan seper j waduk, uang penggantinya 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai 
pendapatan Daerah. 

(2) Aset milik Desa yang digabung sebagai dampak 
pembangunan seper-':i waduk, uang penggantinya 
menjadi milik Desa. 

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksl::.d pada ayat (2) 
merupakan pe11dapa1 an Desa yang penggunaannya 
diprioritaskan t:ntuk pe;Ubangunan ~arana prasarana 
Desa. 

(4) Aset milik Dena yang Desa-nya d1hapus dan/atau 
digabung dalam rang; a penataan Desa, asf!t Desa yang 
Desa-nya dihapus meP.jadi milik Desa yang digabung. 

Paragraf Kedelapan 
Pemindah tanganan 

F'asal 24 

(1) Bentuk pemindahtcir ganan aset Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa· 7 huruf h, meliputi: 
a. tukar menukar; 
b. penjualan; 
c. penyertaan mc,da l Pemerintah Desa. 

(2) Pemindahtanganan aset Desa sebagairo.an:i dimaksud pada 
ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Desa 
hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan 
modal. 



Pasal 25 

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat ( 1) huruf b, apabila: 

a. Aset Desa tidak merriliki n~lai manfaat dan/ atau nilai 
ekonomis dal2.m rnendukung penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

b. Aset Desa berupa tan aman tumbuhan dan ternak yang 
dikelola oleh Pemeri:1tahan Desa, seperti pohon jati, 
meranti, bambu, sapi k-ambing 

c. Penjualan aset sebar.aimana dimaksud p3.da huruf a 
dan huruf b dapat dilakukan m~lalui penjualan 
langsung dan/ a tau le1ang; 

d. Pe11jualan langsung s~bagaimana dima.ksud pada huruf 
c antara lci.n meja, kursi, komputcr, mesin tik serta 
tanaman tumbuhan dr.:1n ternak; 

e. Penjualan rnelalui ielm1g sebagaimana dimaksud pada 
huruf c antara lair ker,daraan bermotor, peralatan 
mesm; 

f. Penjualan scbagaima~a dimaksud pad:=t huruf d dan 
huruf e dilengl:api dengan bukti penjualan dan 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang 
Penjualan; 

g. Uang hasil penjuala11 sebagaimana dimaksud huruf d 
dan huruf e dimasuk 1<:an da lam rekening kas Desa 
sebagai pendapatan asli Desa; 

Pasal ::G 

( 1) Penyertaan modal P~merintah Desa atas aset Desa 
sebagaimana dimak.s1·.d dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, 
dilakukan dalam rancka pendirian, pengembangan dan 
peningkatan kinerja Padan Usaha Milik Desa. 

(2) Penyertaan modal [.ebagaimana dimaksud ayat (1) 

berupa Tanah Kas De~a. 

Parag:af Ke-semhilan 
Penutausahaan 

Pasa'.. 2•,-. 

(1) Aset Desa yang ::;udah ditetapkan penggunaannya 
sebagaimana diatur JJada Pasal 10 harus diinventarisir 
dalam buku inventwis aset Desa, Kartu Inventaris 
Barang dan diberi ko<lefikasi. 

(2) Ketentuan dan tata cara pembukuan, inventarisasi dan 
kodefikasi aset Desa, Format Buk.u Inventaris, Kartu 
Inventaris Barang dan Kodefikc:..si aset Desa 



sebagaimana dimaks 1d pada ayat l l) tercantum dalam 
Lampiran Ili yang meru!)akan bagian tidak terpisahkan 
dari Peratuz an Bupaf ini 

Paragraf Kesepuluh 
Penilaian 

Pasal 28 

Pemerintah Daerah oersarna Pemerintab ::Jesa melakukan 
inventarisasi da:-.1 pcnilaia.1 &set Desa sesuai ketentuan 
peraturan perund~g-; 111da n:5an. 

Pas2l 29 

Penilaian aset Desa sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 28 
dalam rangka pemanfaatan dan pemindantanganan berupa 
tanah dan/ atau bc1ngun:::i.n dilakukan oleh Penilai Pemerintah 
atau Penilai Publik. 

BAB III 
TUKAR W: ENUY.AR 

Pasal 30 

Pemindahtangai1a:1 aset Desa berupa tar1ah melalui tukar 
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 
a terdiri dari: 

a. untuk l:::epentingan umum: 

b. bukan untuk ke!_Jenting~n umum; dan 

c. tanah kas Desa 3elain ur..~11k kepentingan umum dan bukan 
untuk kepentingan ur.1um. 

Bagian Kesatu 
Untuk Kepenungan Umum 

Pasc'\131 

(1) Tukar menukar aset Desa be:.-upa tanah untuk 
pembangunan bdgi kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Paual 30 huruf a, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan pe)·at•Jran perundang-undangan. 

(2) Tukar menukar seb2.gaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. tuks.r menukar dilakukan setelah terjadi 
kesepakb.tan uesa ran ganti rugi sc:.suai harga yang 
menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai 
wajar hasil per.Litungan tenaga penilai; 

b. apabila tanah pen~ganti belum tersedia maka 
terhadap tanah oengganti i:erlebih dahulu dapat 
diberikan berupa uang; 



c. pengg8i1tiar. berupo.. uang sebag&.imana dimaksud 
pada huruf b :1arus digunakan untuk membeli tanah 
pengg&nti yang senilai; 

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf 
c diutamakan b~rlokasi di Desa setemµat; dan 

e. apabila lokasi tanab pengganti tidak tersedia di Desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, 
tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu 
kecamatan dan/ ai:.au Desa di kecamatan lain yang 
berbatasan lang~ung. 

Pasal. 32 

(1) Tukar meuukar trnah milik Desa sebagaimana 
dimaksu<l dalam Pdsal 31 dilaku kan dengan tahapan: 

a. Kepala Desa mer,ya~npeikan surat kepada Bupati 
terkait hasiI Ml 1.syawarah Desa ten tang tukar 
menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi 
tanah pen.gganti be:-ada pada Desa setempat; 

b. Kepala Desa meny8Jllpaikan µermohonan izin 
kepada Bupati, , 1ntuk selanjutnya Bupati 
meneruskan pr-:rm0honan izin kcpnda Gubernur; 

(2) Apabila lokasi tanah pengg~nti tidak tersedia di Desa 
setempat sebaga!mara dimaksu-::i dala.m Pasal 31 ayat 
(2) huruf e, dilakukcm dengan tahapan: 

a. Bupati melakukan tinjauan laparigan dan verifikasi 
data untuk mendapatkan keben:rran materiil dan 
formil yang dituanGkR.n dalam berit?. acara; 

b. Hasil tmJR.Uan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana dimR.ks11d pada huruf a disampaikan 
kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan 
pemberian persetuJuan. 

Pasai. 33 

(1) Tin,iauan lapangan se')aga.irr:ana dima1':sud dalam Pasal 
32 ayat (2) dilakukar: untuk melihat dan mengetahui 
secara materiil kondisi fisik lokasi tanarA milik Desa dan 
lokasi calon pengganti +.anah milik DesA.. 

(2) Verifikasi data sebag&..im&na dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) dilakukan 1ntuk memperolel1 bukti formil 
melalui pertemuan di D~sa yang dihi::-diri oleh unsur 
dari Pemerinta.l-i Dcs.:1, BPD, pihak yang melakukan 
tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan 
untuk tanah pengg:.inti, aparat Kecamatan, Pemerintah 



Daerah dan ?emerintah Provinsi ,Jawa Tengah, serta 
pihak dan/ atau instonf>i terkait lainnya. 

(3) Ha~il tmJauar. h tpar:gan dan verifikasi data 
sebagaimana dimak0ud pada ayat i i) dan ayat (2) 
dimuat dalam Berit,. .. Acara yang ditandatangani oleh 
para pihak dan/ g_tau instansi terkait lainnya. 

{4) Berita Acara s~bagu.iman&. dimaksuj pada ayat (3) 

memuat antara lain: 

a. hasil musyawarah D~sa~ 
b. letak, luafan, harga -Najar, ti.pe tanah Desa 

berdasarkan penggunaannya; dan 
c. bukti kF:pemilikan tanah Desa yaLg ditukar dan 

peaggantinya. 

Pasal 34 

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 
31 ayat (2) nuruf b, apabila dibelikar,. tanah pengganti 
dan terdapat selisih ~if'.a ua.ng yang relatif sedikit atau 
uang ganti rugi relatif kecil dapai: _,, digunakan selain 
untuk tanah. 

(2) Selisih sisa uang ya,.1g relatif sedikit atau uang ganti 
rugi relatif kecil sebHgaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah seharga tanab pc1.ling sedikit 14 m2 (empat belas 
meter persegi) dengar. harga tanah setempat. 

(3) Harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 

dibuktikan deng3.n Su.rat Pernyataan Kepala Desa 
dengan diketahui Carnat setempat. 

(4) Selisih sisa ua_--ig atau uang ganti n1gi sebagaimana 
dimaksud pada ayat p) digunakan u.ntuk membiayai 
kewenang~ Desa. 

(5) Selisih sisa uc'ng at:.iu '...lang ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dima3ukkan dalam rekening 
kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB 
Desa. 

Bagic'.n Kedua 
Bukan Kepeutingan Umum 

Pa~al 35 

(1) Tokar menukar ta:-1ah milik Desa bukan untuk 
pembangunan kep~nt:ngan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat 
dilakukan apabila ada kep~ntingan nRsional yang lebih 
penting da.'"1 strategis dengan tetap memperhatikan dan 
menyesuaikan Rcncana Tata Ruang Wi1ayah. 



(2) Kepentingan Gasional yang lebih µenting clan strategis 
sebagaimana riima.ksud pada ayat (1) seperti 
pengembanga1 t kewasan industri, perumahan dan 
kepentingan nasiorn.: l lainnya. 

(3) Tukar menukar seb--1.gaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilak:ukan dengan kt:.tentuan: 

a. tukar menukru· dilakukan setelah terjadi 
kesepakatan bes£.ran ganti rugi sesuai harga yang 
menguntungkah Desa dengan mP,nggunakan nilai 
wajar hasil perhiti1ngan tenaga penilai; 

b. tanah pengganti diut:UI1akan berlokasi di Desa 
setempat; 

c. apabila lokasi t&nah pengganti ~idak tersedia di 
Desa setempat scba~aimana dimaksud pada huruf 
b, tanan !)engg2nti d&pat berlo1.casi dalam satu 
kecamatan dar1/ c.:.tau Desa di kecamatan lain yang 
berbatasan la ngsung. 

Pasal 36 

Tokar menukar tanah milik Desa sebaguimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ay.1t (l), dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar 
tanah rr.ilik :9esa; 

b. Peraturan Desa seoagaimana. dimaksud pada huruf a, 
ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubemur, 
dan persetujuan Menteri; 

c. Sebelum Bupati menerl.Jitkan izin sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, terlebih d-li111lu membentuk Tim Kajian; 

d . Tim Kajian sebagaitr•ana dimaksucl pada huruf c 
keanggotaannya terdir: dari Satuan :~erja Perangkat 
Daerah terkait y&ng disesuaikan dengan kebutuhan serta 
ditetapkan der,.gan I:eputusan Bupati; 

e. Tim Kajian sebagaiman 'l dimaksud pada huruf d dengan 
mengikutsertakan tcnaga penilai; 

f. Tim Kajian sebagaiman.:1 rl.imaksud pada huruf e 
melakukan pengkajian berupa penir,.gkatan ekonomi 
Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset 
Desa; 

g. Hasil kajian seba;;aimana r:limaksud pacta huruf f sebagai 
bahan pertimbangan; rlan h. hasil kajian sebagaimana 
dimaksud pada hl1~t1f 5 disampaikan ~epada Gubemur 
untuk permohonan izin . 

I 



Bagian Ketiga 
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dan 

Bukan Untuk Ke~entingan Umum 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal J7 

Tanah milik Def'a berada di luar Desa atau tanah milik 
Desa tidak satu hc>.mparan yang terhimpit oleh 
hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik Desa 
yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat 
dilakukan tukar menul~ar ke lokasl D·~sa setempat. 

Tukar menukar ta11ah milik Desa sebagaimana 
dimaksud pacla ayat ( i} dalam rangka meningkatkan 
efektifitac pen6clola&..nnya agar lebih oerdaya guna dan 
berhasil guna. 

Tukar menukar tanah 
dimaksud pada ay.1t (2) 

ketentuan: 

milik De sa se bagaimana 
dapat dilakukan dengan 

a. tukar rnenukar tanah milik Desa dimaksud harus 
senilai dengan tanah p <.:r..ggantinya dan 
memperhatikan nilai wajar; 

b. ditetai:kan dengc...n Peraturan D~sa tentang tukar 
menukar Tanah r,1ilik Dcsa;dan · 

c. Peraturan Desa s ~bagalmana dimaksud pada huruf 
b, ditetapkan setdah mendapat izin da:i Bupati. 

Pasal38 

Aset Desa yang ditukarkan untuk k~pentingan umum, 
bukan kepentingan umum d&n Tanah Kas Desa selain untuk 
kepentingan um'.lm dan bnkan untuk kP-pentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam PasRl 31, Pa sal 35, dan Pasal 
37 dihapus dari dA.ftar inventaris a~et Desa dan 
penggantinya d;C'atat dalam daftar inventaris aset Desa. 

Pasal 39 

Pembiayaan admir:istrasi proses tukai menukar untuk 
kepentingan umum, buk&n kepentingan umum dan Tanah 
Kas Desa selain untuk keventingan umum clan bukan untuk 
kepentingan um urn s:i.mp ::1.i dengan penye;_esaiaan sertifikat 
tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31, Pasal 35, dan Pasal 37 dibebankan kepada pihak 
pemohon. 



BAB I\' 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

?a.sal 40 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan aset De;-:;a. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu 
oleh Camat. 

BABV 

PEMBIAYAAN 

Pa.sal 41 

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan 
aset Desa, pembiayaan dibebankan pada A~B Desa. 

EAB VI 

KETENTUAN PEHALIHAN 

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan 
dan/ a tau sedang dalR.m proses sebelum ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BA.B VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pusal 43 

(l} Kekayaan milik Pemenntah dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang acia di Desa dapat 
dihibahkan kep~milikannya kepada Desa . 

(2) Kekayaan milik f>ern~rintah Desa dan Pemerintah 
Daerah berskala loktl Desa yang dihibahkan kepada 
Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada 
:Oesa sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) dan (2) 
dilaksanakan sesuai dengan kete:::ituan peraturan 
perundang-undangan. 



BAB VIII 
KETENTU c\;\f PENUTUP 

Pasal 44 

Peraturan ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturar1 Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah &abupaten i,ahat. 

Ditetapkan di 
Pad 

Lah a t 
9 Februu_r\ 

. .\'l' 

2018 


